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Dredging & Shipyard

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyediakan jasa pengerukan dan reklamasi yang handal, terpercaya, dan
mampu memenuhi kebutuhan serta kepuasan pemakai jasa merupakan suatu hal
yang mutlak dilaksanakan oleh Perusahaan. Hal ini harus diikuti dengan pelayanan
dan kerja di bidang pelayanan pengerukan dan reklamasi dengan ramah, efisien,
cepat, dan efektif, sehingga kepuasan pemakai jasa dapat terwujud.
Penyelenggaraan kinerja operasi pengerukan dan reklamasi yang baik akan
membawa pada peningkatan kinerja keuangan bagi Pemegang Saham secara
berkesinambungan serta peningkatan citra di mata masyarakat. Oleh karena itu,
pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) sudah menjadi keharusan bagi Manajemen PT Pengerukan Indonesia (PT
Rukindo) demi peningkatan kinerja jangka panjangnya.

Corporate governance atau tata kelola Perusahaan adalah struktur dan proses
yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakefolders lainnya,
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Agar penerapan
GCG dapat terarah dan terstruktur, Direksi memandang perlu untuk menyusun suatu
Pedoman GCG yang menjadi acuan bagi Organ Perusahaan dan segenap pegawai PT
Rukindo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Diharapkan
seluruh aktivitas Perusahaan akan selaras dengan standar GCG.

B. Tujuan Penyusunan PedomanGood Corporate Governance (GCG)

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah:

1. Memaksimalkan kinerja dan nilai Perusahaan bagi pemegang saham melalui
pelaksanaan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban dan kewajaran, agar Perusahaan memiliki daya saing tinggi.

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien,
serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola Perusahaan.

3. Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan
(stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

4. Meningkatkan stakeholders value dengan memperhatikan stakeholders lainnya.

5. Meningkatkan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
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Dredging & Shipyard
C. Visi & Misi Perusahaan
VISI:
Menjadi Perusahaan pengerukan yang berdaya saing tinggi di wilayah Indonesia.

MISI:

1. Memiliki ketersediaan (availability) dan kehandalan (reliability) alat-alat produksi
yang baik sesuai standar;

2. Mengembangkan kompetensi SDM, sehingga memiliki karyawan dengan Kinerja
yang tinggi;

3. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi terkini yang terintegrasi
dan sesuai dengan kebutuhan.

D. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi:

1. Prinsip Transparansi (transparency)

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para
pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal
yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku
Kepentingan (stakeholders).

2. Akuntabilitas (accountability)

Merupakan suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Organ, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan
bekerja dengan akuntabilitas tinggi, serta mempertanggungjawabkan segala
tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan, sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap
memperhatikan Pemangku Kepentingan (stakeholders) guna mencapai kinerja
Perusahaan secara berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)
Perusahaan berpegang teguh memegang prinsip kesesuaian didalam
pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-
hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan
tanggung jawab sosial, antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat

2
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perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, sehingga terpelihara
kesinambungan usaha Perusahaan.

4. Kemandirian (independency)
Adalah keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan
keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan
(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan.

E. Dasar Hukum
Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) ini mengacu pada:

1. Undang-Undang:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU
Dokumen 8/1997).

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(UU BUMN 19/2003).

¢. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE 11/2008).

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP 14/2008).

2. Peraturan Pemerintah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP
BUMN 45/2005).
b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2013 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

3. Peraturan/ Keputusan Menteri:
a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia/ Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara
Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Badan Usaha
Milik Negara (KEP 211/1999).
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b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-101/MBU/2002
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara (Kepmen BUMN 101/2002).

c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-102/MBU/2002
tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
(Kepmen BUMN 102/2002).

d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN
05/2007).

e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN
01/2011).

f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN
01/2012).

g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
03/MBU/2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permen 03/2012).

h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milk Negara Nomor PER-
06/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-
01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Permen
06/2012).

i. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (Permen 09/2012).

j. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milk Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Permen 12/2012).

k. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan
Usaha Milik Negara (Permen 21/2012).

I.  Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi
Informasi Badan Usaha Milik Negara (Permen 02/2013).

m. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 08/MBU/2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
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4. Anggaran Dasar PT Pengerukan Indonesia (AD Perusahaan) Nomor 05
tanggal 19 Maret 2014

F. Referensi Hukum
1. Undang-Undang:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU
Publik 25/2009).

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran
17/2008).

¢. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (UU Publik
25/2009).

2. Peraturan-peraturan lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011
Tentang Pengerukan dan Reklamasi.

3. Pedoman Pelaksanaan GCG:

a. Pedoman umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia dikeluarkan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006 (Pedoman GCG
KNKG 2006).

b. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG
2004).

¢. Pedoman pembentukan Komite Audit yang efektif dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG
2004).

d. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-
16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara (SK BUMN 16/2012).

PT PENGERUKAN INDONESIA

JI. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430
Telp: 021 4301380, Fax. 021 4353669
admin@rukindo.co.id www.rukindo.co.id



ipc

Dredging & Shipyard
BAB II
ORGAN PERUSAHAAN

A. Pemegang Saham/RUPS
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari:
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)®.
1) RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RUPS RKAP)?.

RUPS RKAP dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, setelah

tahun anggaran berjalan®. Dalam pelaksanaan RUPS ini, Direksi

mengajukan rancangan RKAP* yang sudah disepakati dan

ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris untuk disahkan

oleh RUPS® sekurang-kurangnya memuat®:

a) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan
program kerja/kegiatan;

b) Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program
kerja/kegiatan;

c) Proyeksi keuangan Perusahaan;

d) Program kerja Dewan Komisaris;

e) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.

2)  RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan

perhitungan tahunan.

RUPS ini diadakan paling lambat bulan Juni, setelah penutupan tahun

buku yang bersangkutan dan dalam RUPS ini Direksi menyampaikan’:

a) Laporan Tahunan®

b) Usulan Penggunaan Laba Bersih;

¢) Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perusahaan’ atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham®.

'pasal 21 AD Perusahaan

‘pasal 21 Ayat (1) Huruf b AD Perusahaan

3pasal 21 Ayat (3) AD Perusahaan

*pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

*Pasal 22 Ayat (2) UU Nomor 19/2003 tentang BUMN jo. AD Perusahaan Pasal 17 Ayat (2) dan (3).
fpasal 17 Ayat (1) AD Perusahaan

"pasal 21 Ayat (2) AD Perusahaan

% pasal 21 Ayat (2) huruf a AD Perusahaan jo. Pasal 18 Ayat (5) AD Perusahaan

%pasal 22 AD Perusahaan

1% AD Perusahaan Pasal 23 Ayat (5)
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Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perusahaan
secara fisik, dikenal juga RUPS dimana pelaksanaan RUPS tersebut tidak
memerlukan pelaksanaan RUPS secara fisik. RUPS tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan RUPS biasa'’.

2. Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS

a. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham
melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
Dewan Komisaris atau Direksi™.

b. Tindakan-tindakan dibawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai
transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan
bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, adalah sebagai berikut'*:

1) Mengalihkan kekayaan Perusahaan, atau

2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan.

c. Perbuatan-perbuatan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris'*:

1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/
panjang.

2) Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain.

3) Mendirikan anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan.

4) Melepaskan penyertaan modal pada anak Perusahaan dan/atau
Perusahaan patungan.

5) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,
dan pembubaran anak perusahan dan/atau Perusahaan patungan.

6) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).

7) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk
jangka waktu diatas 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi,
kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO),
Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/B0T), Bangun Milik Serah
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer
Operate/BT0) dan kerjasama lainnya.

8) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

9) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali
aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku
dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

10) Menetapkan blue print organisasi Perusahaan.

11) Menetapkan dan merubah logo.

pasal 91 UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 25 Ayat (10) Anggaran Dasar Perusahaan
?pasal 1 butir (13) UU Nomor 19/2003 tentang BUMN

Bpasal 11 Ayat (13) AD Perusahaan

“pasal 11 Ayat (10) AD Perusahaan
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12) Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana
dimaksud, ketentuan yang dimaksud yang belum ditetapkan dalam
RKAP.

13) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang
dapat berdampak bagi Perusahaan.

14) Pembebasan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk
yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.

15) Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi
dan Dewan Komisaris pada Perusahaan patungan dan/atau anak
perusahan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan
dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

3. Akuntabilitas Pemegang Saham
a. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang
menjadi tanggung jawab Direksi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemegang Saham melaksanakan Tata kelola Perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya'®.

B. DEWAN KOMISARIS
1. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
a. Tugas Dewan Komisaris adalah:

1) Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai Perusahaan, maupun usaha Perusahaan yang dilakukan
oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta
ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan’®.

2) Hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan RUPS.

b. Wewenang Dewan Komisaris adalah:
1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga

“pasal 11 Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN

'%pasal 15 Ayat (1) AD Perusahaan
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dan memeriksa kekayaan Perusahaan; memasuki pekarangan,
gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; meminta
penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan; mengetahui
segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh
Direksi; meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan
Komisaris, mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan
Komisaris, jika dianggap perlu; memberhentikan sementara anggota
Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; membentuk
komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan; menggunakan tenaga ahli
untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban
Perusahaan, jika dianggap perlu; melakukan tindakan pengurusan
Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, menghadiri rapat Direksi
dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang
dibicarakan, melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPSY,

2) Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan-perbuatan Direksi,
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3) Memberikan saran dan pendapat tertulis atas perbuatan-perbuatan
Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar untuk kemudian
dimintakan persetujuannya kepada RUPS.

4)  Memberikan penilaian atas kinerja Direksi, atas hasil pelaksanaan
antara lain'®;

a) Kinerja keuangan;

b) Kinerja operasi;

€) Penanganan risiko usaha;

d) Penerapan strategi jangka panjang Perusahaan;

e) Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
f)  Informasi dan Teknologi;

g) Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

h) Pengadaan Barang dan Jasa;

i)  Pengendalian Internal;

J)  Mutu dan Pelayanan;

k) Kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Ayat (2) Huruf a Angka 1) s/d 12) AD Perusahaan
"SK Menteri BUMN 16/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
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2. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
a. Hak Dewan Komisaris

1) Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara
tepat waktu, lengkap dan terukur®®.

2) Untuk kelancaran tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat dibantu
oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan
Komisaris atas beban Perusahaan®. Sekretaris Dewan Komisaris ini
memimpin sebuah Sekretariat yang dibentuk oleh Dewan Komisaris
dan dibantu oleh staf Sekretaris Dewan Komisaris*'.

3) Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/
fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku?.

4) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada
Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya®.

b. Kewajiban Dewan Komisaris

1)  Melakukan kewajiban-kewajiban dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, termasuk didalamnya memberikan pendapat dan
saran atas penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kepada Direksi
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan serta
Keputusan RUPS?,

2) Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya untuk membantu Dewan
Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan
Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.?®

3) Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS?, disertai dengan
alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan
untuk Auditor Eksternal tersebut.?”

“Pasal 16 Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN

®pasal 14 Ayat (24) AD Perusahaan

Zpasal 3 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN

pasal 14 Ayat (23) AD Perusahaan

Bpasal 14 Ayat (28) AD Perusahaan

*pasal 15 Ayat (2) huruf b AD Perusahaan

pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

*pasal 31 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN
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4)  Melakukan evaluasi atas hasil kinerja auditor eksternal;

5) Mengusulkan penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris.

6) Melakukan pemantauan terhadap penerapan Good Corporate
Governance (GCG).

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS®. Tata cara
pencalonan, pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Komisaris
diatur dalam Anggaran Dasar’® atau oleh RUPS. Pemberhentian Komisaris
oleh RUPS dapat dilakukan dengan alasan tidak dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan Kketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, terlibat dalam
tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, melakukan
tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris, dinyatakan bersalah dengan
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
mengundurkan diri.*

b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya
dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk
pertama kalinya pada waktu pendirian Perusahaan®.

c. Lama masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan®.

d. Dalam komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen)
merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam
keputusan pengangkatannya®.

4. Rapat Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan

secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan atau
sewaktu-waktu bila perlu®*.

Tpasal 31 Ayat (3) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN
®pasal 14 Ayat (10) AD Perusahaan
Ppasal 111 Ayat (4) UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 14 Ayat (4) sampai dengan Ayat
(22) AD Perusahaan
*’pasal 14 Ayat (14) AD Perusahaan
*!pasal 28 Ayat (5) UU Nomor 19/2003 tentang BUMN
pasal 14 Ayat (12) AD Perusahaan
“pasal 13 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(GoodCorporate Governance) pada BUMN
**pasal 14 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(GoodCorporate Governance) pada BUMN jo. AD Perusahaan Pasal 16 Ayat (7)
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b. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan
mengundang Direksi*®

c. Dewan Komisaris membuat risalah rapat mengenai hal-hal yang
dibicarakan, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan
keputusan rapat®.

d. Dewan Komisaris menyimpan salinan risalah rapat dan aslinya disampaikan
kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara®

5. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris Baru dan Program
Pengembangan/Pemutakhiran Bagi Dewan Komisaris
a. Program Pengenalan
Perusahaan memberikan program pengenalan bagi Komisaris yang baru
diangkat agar Komisaris tersebut dapat bekerja dengan optimal untuk
kepentingan Perusahaan®®. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan program ini*®

Program pengenalan yang diberikan kepada Dewan Komisaris antara lain*

1) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh
Perusahaan;

2) Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat,
lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana
jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan
masalah-masalah strategis lainnya;

3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan audit
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal
serta Komite Audit;

4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi,

pertemuan, kunjungan usaha ke unit usaha dan program lain yang

dianggap sesuai dengan Perusahaan®',

Ppasal 14 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN jo. Pasal 16 Ayat (7) AD Perusahaan

**pasal 16 Ayat (3) AD Perusahaan

pasal 16 Ayat (5) AD Perusahaan

*pasal 43 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN

*pasal 43 Ayat (2) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN

“pasal 43 Ayat (3) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN

“pasal 43 Ayat (4) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada BUMN
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b. Program Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi

Program pengembangan knowledge and skills merupakan salah satu
program penting bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengikuti
perkembangan terkini dari aktivitas Perusahaan dan pengetahuan-
pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi dan/atau
Dewan Komisaris.

Program pengembangan bagi Direktur dan Komisaris yang dilakukan secara
berkelanjutan, dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan
kapabilitas Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan
fungsi, tugas dan tanggung jawab lainnya.

6. Organ Pendukung Dewan Komisaris
a. Sekretaris Dewan Komisaris

1)  Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat
Sekretaris Dewan Komisaris yang memimpin Sekretariat Dewan
Komisaris dan di bantu Staff Sekretariat Dewan Komisaris™.

2) Sekretaris dan Dewan Komisaris dan staff Sekretariat Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris®.

3) Tugas dari Sekretariat Dewan Komisaris adalah untuk melaksanakan
tata administrasi dan kesekretariatan Dewan Komisaris; menyusun,
mempersiapkan dan mengkoordinasi laporan yang dibuat dan/atau
harus ditelaah Dewan Komisaris; serta sebagai penghubung (/iaison
officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain™,

4) Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan  dokumen

penyelenggaraan kegiatan tugas Dewan Komisaris di atas tersimpan
dengan baik di Perusahaan®.

b. Komite Audit
1)  Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit®.
2)  Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit™.
a) Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh
Dewan Komisaris;
b) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang
merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota
Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
C) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan
Komisaris atau dari luar Perusahaan;

“pasal 3 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN

“pasal 3 Ayat (2) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN

“pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris
BUMN

Spasal 4 Ayat (3) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukun Dewan Komisaris BUMN

**pasal 15 Ayat (2) Huruf b Angka 9 AD Perusahaan jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Permen BUMN Nomor
01{2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

“’pasal 11 Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN
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d) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan
kepada RUPS;

e) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris
berhenti dengan sendirinya, apabila masa jabatannya sebagai
anggota Dewan Komisaris berakhir;

f) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat
sebagai Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris,
maka ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3)  Tugas Komite Audit™®:

a) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan
tugasnya membantu Dewan Komisaris;

b) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya,
maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung
kepada Dewan Komisaris;

C) Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memastikan
efektifitas sistem pengendalian intern, efektifitas pelaksanaan
tugas eksternal auditor dan internal auditor;

d) Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan, serta hasil audit yang
dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor
eksternal;

e) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai  sistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

f) Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang
memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan
Perusahaan;

g) Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian Dewan Komisaris, serta tugas-tugas Dewan Komisaris;

h) Selain tugas sebagaimana tugas di atas, Dewan Komisaris dapat
memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang
ditetapkan Komite Audit.

4) Masa jabatan Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris
paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun
masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk
memberhentikan sewaktu-waktu®.

5)  Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan®:

a) Memiliki integritas serta pengetahuan dan pengalaman kerja di
bidang audit;

b) Tidak memiliki kepentingan dan hubungan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan
terhadap Perusahaan;

**pasal 12 dan Pasal 13 Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN
“pasal 14 Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN

*pasal 15 Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN
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¢) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif;

d) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan
tugasnya;

e) Tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan
dan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

f) Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar
belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi
atau keuangan dan salah seorang harus memahami
industri/bisnis Perusahaan;

6) Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan®':

a) Penghasilan Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar
20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dengan
ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan
menerima penghasilan honorarium tersebut.

b) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite
Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan
tersebut, selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

7)  Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib
menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap
pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan®.
Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan
kepada Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit
dan Anggota Komite Audit®?,

C. DIREKSI
1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
a. Tugas Direksi

1)  Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan
baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)™,

2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,

*'pasal 16 Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN

*’pasal 26 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN

Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3) Permen BUMN Nomor 12/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris
BUMN

*pasal 11 Ayat (1) AD Perusahaan

53
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transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta
kewajaran®>.

3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan®®.

b. Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memiliki wewenang penuh untuk
menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan®’, mengatur penyerahan
kekuasaan Direksi kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil
keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di
luar Pengadilan®®, mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian
Perusahaan®, mengangkat dan memberhentikan pekerja dan Sekretaris
Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku®, serta melakukan segala tindakan-
tindakan mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan,
mengikat Perusahaan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS®,

c. Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya
usaha dan kegiatan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta
kegiatan usahanya® dengan senantiasa menyiapkan rencana kerja
Perusahaan®, serta memberikan penjelasan atas segala rencana kerja
Perusahaan kepada RUPS* termasuk menyusun laporan-laporan mengenai
kegiatan Perusahaan, menyiapkan laporan keuangan Perusahaan,
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit®®, berdasarkan sistem
akuntansi yang disusun sesuai standar yang berlaku dan berdasarkan
prinsip-prinsip pengendalian internal® dengan tetap memperhatikan azas
transparansi dan keseimbangan informasi dan komunikasi dengan
stakeholder Perusahaan.

**pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 11 Ayat (4) AD Perusahaan
*®pasal 11 Ayat (5) AD Perusahaan

*pasal 11 Ayat (2) Huruf a Angka 1) AD Perusahaan

**pasal 11 Ayat (2) Huruf a Angka 2) AD Perusahaan

**pasal 11 Ayat (2) Huruf a Angka 4) AD Perusahaan

®pasal 11 Ayat (2) Huruf a Angka 5) dan Angka 6) AD Perusahaan
#pasal 11 Ayat (2) Huruf a Angka 5) dan Angka 7) AD Perusahaan
“Zpasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 1) AD Perusahaan

®pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 2) AD Perusahaan

*pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 3) AD Perusahaan

®pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 6) AD Perusahaan

®*pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 13) AD Perusahaan
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d. Hak Direksi

1) Menerima gaji, tunjangan, fasilitas termasuk santunan purna jabatan
yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan serta menerima fasilitas lain untuk
mendukung kelancaran tugasnya yang diatur di dalam peraturan
Perusahaan®’.

2) Mengundurkan diri dari jabatannya®.

3) Mengusulkan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa®.

e. Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

1) Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan Perusahaan, sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan yang efektif, tepat dan cepat”.

2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS™".

3) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan
dan kepatutan (it and proper test)*.

4) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota
Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di
BUMN/BUMD/BUMS lain atau jabatan lainnya di instansi/lembaga
Pemerintah Pusat atau Daerah atau jabatan lain yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan.

f. Pembagian Tugas Direksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang,
diantara Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi’*.

g. Rapat Direksi
1) Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap periu’®, namun sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan®.
2) Direksi dapat mengadakan rapat Direksi dengan mengundang Dewan
Komisaris.
3) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah
untuk mufakat”’. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka

#pasal 10 Ayat (25) AD Perusahaan

*pasal 10 Ayat (29) AD Perusahaan

*pasal 23 Ayat (4) AD Perusahaan

pedoman Umum GCG Indonesia dari KNKG

'pasal 10 Ayat (7) AD Perusahaan

?pasal 16 Ayat (2) UU Nomor 19/2003 tentang BUMN

"pasal 10 Ayat (35) AD Perusahaan

"pasal 11 Ayat (24) AD Perusahaan

"pasal 12 Ayat (4) AD Perusahaan

®pasal 24 Ayat (1) Permen BUMN Nomor 01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance) pada BUMN
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